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 Abstrak. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan 

legalitas usaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya 

saing dan nilai jual produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM). Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum 

memahami pentingnya pendaftaran merek, hak cipta, dan paten, 

serta belum memiliki legalitas usaha melalui sistem Online Single 

Submission (OSS). Kondisi ini juga ditemukan pada pelaku UMKM 

di lingkungan Yayasan MA Darul Irfan yang sebagian besar belum 

memiliki perlindungan hukum atas produk yang dihasilkan. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku UMKM dalam 

bidang HKI serta membantu proses pendaftaran merek, hak cipta, 

dan paten. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan sosialisasi 

mengenai OSS dan pendampingan pembuatan akun OSS sebagai 

langkah awal legalitas usaha. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi 

penyuluhan, pelatihan teknis, konsultasi hukum, dan pendampingan 

langsung kepada peserta. Pendaftaran HAKI di Indonesia menganut 

sistem first-to-file, yang artinya pihak pertama yang mendaftar 

adalah pemilik sah yang dilindungi. Hasil yang diharapkan dari 

kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran hukum pelaku 

UMKM, terdaftarnya merek atau karya ide maupun kreatifitas, serta 

terciptanya legalitas usaha yang lebih tertib dan terstruktur. Dengan 

demikian, program Klinik Hukum HKI dan Legalitas Usaha di 

Yayasan MA Darul Irfan diharapkan mampu mendorong UMKM 

lokal menjadi lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: Hak 

Kekayaan Intelektual, 

Legalitas Usaha, 

UMKM. 

 

PENDAHULUAN 
Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas masyarakat telah 

menghasilkan berbagai bentuk karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai 

moral. Karya-karya tersebut dapat berupa merek usaha, logo, desain produk, karya tulis, buku 

ajar, modul pembelajaran, karya seni, lagu, aplikasi, hingga berbagai inovasi yang lahir dari 

kegiatan pendidikan maupun kegiatan ekonomi masyarakat. Namun demikian, masih banyak 

pencipta maupun pelaku usaha yang belum memahami pentingnya perlindungan hukum 

melalui pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). 

Di lingkungan sekolah yayasan, berbagai hasil karya guru, siswa, maupun institusi 

sering kali dipublikasikan dan digunakan tanpa adanya upaya perlindungan hukum. Misalnya, 

modul pembelajaran, media pembelajaran digital, buku ajar, karya ilmiah siswa, logo sekolah, 

slogan, maupun identitas lembaga hanya digunakan secara internal tanpa didaftarkan sebagai 

objek Hak Kekayaan Intelektual. Kondisi tersebut menimbulkan risiko penyalahgunaan oleh 

pihak lain, baik berupa penggandaan, penggunaan tanpa izin, maupun klaim kepemilikan yang 

dapat merugikan pihak sekolah. 
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Selain itu, banyak yayasan pendidikan telah memiliki identitas berupa nama, logo, 

maupun slogan yang digunakan selama bertahun-tahun, namun belum didaftarkan sebagai 

merek. Padahal, pendaftaran merek memberikan kepastian hukum atas identitas lembaga 

sehingga dapat mencegah penggunaan nama atau logo yang sama oleh pihak lain yang 

berpotensi menimbulkan sengketa hukum maupun kebingungan di masyarakat. 

Permasalahan serupa juga ditemukan pada masyarakat sekitar sekolah. Sebagian besar 

pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelaku ekonomi kreatif, maupun 

masyarakat umum telah menghasilkan berbagai produk dan merek dagang yang memiliki 

potensi ekonomi. Akan tetapi, mereka masih menganggap bahwa pendaftaran HKI merupakan 

proses yang rumit, mahal, dan hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar. Akibatnya, banyak 

merek usaha yang belum didaftarkan sehingga rentan ditiru atau bahkan didaftarkan lebih 

dahulu oleh pihak lain. 

Kurangnya literasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual juga menyebabkan masyarakat 

belum memahami bahwa perlindungan HKI bukan hanya berkaitan dengan hak eksklusif, 

tetapi juga menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual dapat 

meningkatkan daya saing usaha, memperkuat identitas produk, membuka peluang kerja sama 

bisnis, meningkatkan kepercayaan konsumen, hingga menjadi objek lisensi maupun investasi 

di masa mendatang. 

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk 

penyuluhan hukum dan pendampingan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini 

diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta keterampilan peserta 

dalam mengidentifikasi objek HKI yang dimiliki, memahami mekanisme pendaftaran, dan 

mendorong lahirnya budaya perlindungan terhadap hasil kreativitas di lingkungan sekolah 

maupun masyarakat. Dengan meningkatnya literasi HKI, sekolah, yayasan, dan masyarakat 

diharapkan mampu memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual sebagai instrumen perlindungan 

hukum sekaligus sebagai aset yang mendukung pembangunan ekonomi kreatif dan 

peningkatan daya saing di tingkat lokal maupun nasional. 

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan instrumen hukum yang memberikan 

perlindungan atas hasil karya, inovasi, dan identitas usaha seseorang atau kelompok. Dalam 

konteks Usaha Mikro Kecil dan Menengah (atau selanjutnya disebut “UMKM”), pendaftaran 

merek, hak cipta, dan paten bukan hanya bentuk perlindungan hukum semata, tetapi juga 

strategi peningkatan nilai tambah produk, penguatan branding, serta peningkatan kepercayaan 

konsumen. 

Pengurusan legalitas usaha di Indonesia merupakan suatu hal yang penting dan wajib 

dilakukan sebagai tonggak awal para pelaku bisnis memulai usahanya. mengenai aturan 

tentang legalitas suatu usaha di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai 

dari Hukum Dagang, Hukum Perseroan Terbatas dan lain-lain. pada konteks Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah atau UMKM, menjalankan usaha kerap kali dilakukan tanpa melakukan 

pendaftaran legalitasnya terlebih dahulu. hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor, mulai dari 

informasi yang tidak diketahui oleh pelaku usaha, sampai dengan keterbatasan alat untuk 

memproses perizinan secara online.  

Seperti Namanya, para pelaku usaha UMKM kebanyakan merupakan masyarakat 

dengan ekonomi menengah ke bawah. dimana tidak semua masyarakatnya memiliki 

pemahaman mengenai hukum maupun internet. hal ini menjadi caatan penting bagi pemerintah 

untuk dapat mewujudkan Indonesia cerdas, yaitu yang paling utama adalah kemudahan akses 

internet sampai ke penjuru daerah di seluruh Indonesia. 

Kekayaan Intelektual menurut Sri Redjeki Hartono yaitu merupakan suatu hak dengan 

karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, 

sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang dipernuhi. 
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 Yayasan MA Darul Irfan sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam 

pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis 

komunitas. Lingkungan yayasan tidak hanya menjadi pusat kegiatan pendidikan formal, tetapi 

juga menjadi ruang interaksi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Banyak wali murid, 

alumni, maupun masyarakat sekitar yayasan yang menjalankan usaha mikro dan kecil sebagai 

sumber penghidupan. 

Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM di lingkungan tersebut masih belum 

memahami pentingnya perlindungan hukum atas merek dan produk yang mereka hasilkan. 

Produk yang telah dipasarkan sering kali belum memiliki merek terdaftar, belum memiliki 

perlindungan hak cipta atas desain atau kemasan, serta belum memiliki legalitas usaha yang 

terdaftar melalui sistem OSS. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko hukum, kehilangan 

hak atas merek, hingga menurunnya daya saing produk di pasar. 

 

METODE 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode Participatory Action 

Research (PAR) yang melibatkan partisipasi aktif dari komunitas sasaran. Subjek pengabdian 

adalah pelaku UMKM, tenaga pendidik, dan perangkat yayasan di lingkungan MA Darul Irfan. 

Lokasi pengabdian dilaksanakan di Aula Yayasan MA Darul Irfan. Keterlibatan subjek 

dampingan sangat ditekankan pada tahap perencanaan dan evaluasi, di mana masyarakat 

dilibatkan secara langsung untuk mengidentifikasi masalah legalitas yang mereka hadapi. 

Strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan pengabdian meliputi empat tahapan 

utama, yaitu: (1) Laying the foundation (Perencanaan dan survei awal), (2) Information 

gathering and analysis (Pengumpulan data dan identifikasi potensi HKI), (3) Acting on finding 

(Penyuluhan, pelatihan teknis OSS, dan klinik hukum HKI), dan (4) Evaluation and 

sustainability (Pendampingan berkelanjutan). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Implementasi Klinik 

Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Pentingnya Legalitas Usaha bagi UMKM Lokal 

dalam Mendukung Legalitas dan Daya Saing Produk pada MA Darul Irfan" telah dilaksanakan 

sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan pada Bab III. Kegiatan dilaksanakan melalui 

metode penyuluhan hukum, pelatihan teknis, konsultasi hukum, praktik langsung, serta 

pendampingan kepada peserta.  

Peserta kegiatan berjumlah 50 orang yang terdiri atas tenaga pendidik, perangkat 

yayasan, siswa, serta masyarakat sekitar yang telah maupun akan menjalankan kegiatan usaha. 

Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pembukaan, penyampaian materi, sesi 

diskusi, simulasi pendaftaran legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), 

hingga konsultasi mengenai pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.  

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep dasar Hak 

Kekayaan Intelektual, jenis-jenis HKI, manfaat perlindungan hukum, prinsip first to file, serta 

dasar hukum yang mengatur perlindungan HKI di Indonesia. Selanjutnya peserta diberikan 

pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha 

(NIB), manfaat OSS, serta hubungan antara legalitas usaha dengan peningkatan daya saing 

UMKM.  

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, antusiasme peserta tergolong 

sangat baik. Hal tersebut terlihat dari tingginya partisipasi peserta dalam sesi diskusi maupun 

konsultasi. Sebagian besar peserta menyampaikan bahwa sebelum mengikuti kegiatan mereka 

belum memahami perbedaan antara merek, hak cipta, paten, maupun bentuk-bentuk HKI 
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lainnya. Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM juga belum mengetahui bahwa pendaftaran 

NIB dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS dengan prosedur yang relatif 

mudah.  

Melalui praktik langsung yang dipandu oleh tim pengabdi, peserta memperoleh 

pengalaman dalam mengenali tahapan pendaftaran legalitas usaha serta memahami dokumen-

dokumen yang diperlukan untuk mengajukan pendaftaran HKI. Pendampingan yang dilakukan 

secara langsung memberikan kemudahan bagi peserta dalam memahami setiap tahapan proses 

sehingga mampu mengurangi persepsi bahwa pengurusan legalitas usaha maupun HKI 

merupakan proses yang rumit dan mahal.  

Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta 

terhadap pentingnya perlindungan hukum atas merek dagang, hak cipta, serta legalitas usaha. 

Peserta juga mulai memahami bahwa kepemilikan HKI bukan hanya memberikan 

perlindungan hukum, tetapi juga menjadi aset usaha yang memiliki nilai ekonomi serta dapat 

meningkatkan daya saing produk di pasar. 

 

DISKUSI 
Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini telah berhasil menjembatani kesenjangan literasi 

hukum di lingkungan Yayasan MA Darul Irfan. Tingginya antusiasme peserta menunjukkan 

bahwa kesadaran akan pentingnya legalitas usaha dan HKI sebenarnya sudah ada, namun 

terhambat oleh kurangnya pemahaman teknis dan akses informasi. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Pratama (2022), yang menyatakan bahwa 

rendahnya pendaftaran merek pada UMKM bukan disebabkan oleh ketidakmauan, melainkan 

oleh persepsi bahwa birokrasi HKI terlalu kompleks dan berbiaya tinggi. Temuan ini juga 

diperkuat oleh studi Fauzi dan Hidayat (2023) yang menunjukkan bahwa hambatan utama 

pelaku UMKM dalam mengakses perlindungan hukum bukanlah faktor ekonomi semata, 

melainkan faktor kognitif berupa rendahnya literasi hukum dan ketakutan terhadap prosedur 

administratif yang dianggap berbelit-belit. Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini 

dapat dijelaskan melalui teori legal consciousness (kesadaran hukum) dari Ewick dan Silbey 

(1998), yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung memandang hukum sebagai sesuatu 

yang asing, menakutkan, dan hanya relevan bagi kalangan elit tertentu. Oleh karena itu, 

pendekatan pendampingan yang humanis dan partisipatif seperti yang diterapkan dalam 

kegiatan ini menjadi sangat strategis untuk mendekonstruksi persepsi negatif tersebut. 

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan merek menganut prinsip first-to-file 

(siapa yang pertama mendaftarkan, dia yang berhak). Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sulasmono (2021) menegaskan 

bahwa prinsip first-to-file ini sangat berbahaya bagi pelaku UMKM yang lalai mendaftarkan 

mereknya, karena pihak lain dapat dengan mudah membonceng dan mendaftarkan merek yang 

telah lama digunakan oleh UMKM tersebut. Kasus klasik yang sering terjadi di Indonesia 

adalah fenomena trademark squatting, di mana pihak ketiga secara sengaja mendaftarkan 

merek yang telah dikenal oleh UMKM lokal, kemudian menuntut royalti atau bahkan melarang 

pemilik asli menggunakan mereknya sendiri. Rahman dan Hidayat (2023) dalam analisis 

yuridisnya mencatat bahwa setidaknya terdapat ratusan kasus sengketa merek setiap tahunnya 

yang melibatkan pelaku UMKM sebagai pihak yang dirugikan, dan sebagian besar dari mereka 

kehilangan hak atas mereknya sendiri karena tidak mampu membuktikan itikad baik secara 

hukum. Melalui klinik hukum HKI yang diselenggarakan, peserta dibantu untuk 

mengidentifikasi apakah produk, logo, atau karya kreatif mereka dapat dikategorikan sebagai 

merek, hak cipta, atau desain industri, sehingga langkah preventif dapat segera diambil. 

Pendekatan preventif ini sejalan dengan paradigma preventive law yang menekankan 

pentingnya pencegahan sengketa sebelum terjadi, bukan sekadar penyelesaian sengketa setelah 

konflik muncul (Nugraha & Pratama, 2024). 
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 Lebih lanjut, urgensi perlindungan HKI di era ekonomi digital menjadi semakin kritis. 

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), setidaknya 64 juta UMKM di Indonesia 

telah merambah pasar digital, namun hanya sekitar 8% yang telah mendaftarkan mereknya 

secara resmi. Kesenjangan ini menciptakan kerentanan hukum yang sangat tinggi, terutama 

ketika produk UMKM mulai bersaing di marketplace nasional maupun internasional. Kusuma 

dan Pratama (2022) menegaskan bahwa di era ekonomi digital, merek bukan hanya sekadar 

identitas visual, melainkan aset tak berwujud (intangible asset) yang memiliki nilai ekonomi 

jauh lebih besar daripada aset fisik. Sebuah merek yang telah terdaftar dapat menjadi jaminan 

kolateral, objek lisensi, hingga aset investasi yang meningkatkan valuasi perusahaan. Oleh 

karena itu, literasi HKI bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis bagi UMKM yang 

ingin bertahan dalam ekosistem bisnis modern. 

Selain HKI, legalitas usaha melalui NIB berbasis OSS juga menjadi sorotan utama. 

Implementasi sistem OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk memangkas birokrasi. 

Namun, Nugroho et al. (2023) menemukan bahwa banyak pelaku UMKM di tingkat akar 

rumput masih mengalami kendala dalam navigasi sistem OSS. Kendala tersebut meliputi 

keterbatasan perangkat digital, rendahnya literasi teknologi, hingga ketidaktahuan mengenai 

klasifikasi risiko usaha (KBLI) yang sesuai dengan jenis usahanya. Anwar dan Putra (2024) 

menambahkan bahwa transformasi digital dalam perizinan berusaha justru menciptakan bentuk 

baru eksklusivitas, di mana pelaku usaha yang tidak melek digital secara otomatis 

termarginalkan dari akses formalitas usaha. Oleh karena itu, metode pendampingan langsung 

(hands-on mentoring) yang diterapkan dalam kegiatan ini terbukti sangat efektif. Peserta tidak 

hanya diberi teori, tetapi langsung dipandu membuat akun dan menerbitkan NIB. Pendekatan 

ini sejalan dengan teori scaffolding dari Vygotsky dalam konteks pembelajaran orang dewasa, 

di mana fasilitator memberikan dukungan bertahap hingga peserta mampu melakukan proses 

secara mandiri. 

Kepemilikan NIB ini merupakan syarat mutlak bagi UMKM untuk dapat mengakses 

permodalan dari perbankan, mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memasarkan 

produknya ke platform e-commerce yang mensyaratkan verifikasi legalitas (Hidayat & Lestari, 

2024). Susanti dan Haryanto (2023) dalam studinya tentang kelompok wanita tani menemukan 

bahwa kepemilikan NIB meningkatkan peluang akses kredit usaha rakyat (KUR) hingga 3,5 

kali lipat dibandingkan kelompok yang tidak berlegalitas. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas 

usaha bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen inklusi keuangan yang 

membuka akses terhadap berbagai fasilitas negara. Lebih jauh, Yulianti dan Nugraha (2024) 

menekankan bahwa mitigasi risiko hukum melalui legalitas usaha juga memberikan kepastian 

bagi pelaku UMKM dalam menjalin kerja sama bisnis dengan mitra yang lebih besar, termasuk 

korporasi dan lembaga internasional yang mensyaratkan due diligence legalitas sebagai 

prasyarat kemitraan. 

Peran Yayasan MA Darul Irfan sebagai hub pemberdayaan masyarakat juga 

memberikan dampak sosial yang luas. Menurut teori pemberdayaan masyarakat (community 

empowerment theory) dari Ife (2019), institusi pendidikan memiliki modal sosial yang kuat 

untuk menggerakkan ekonomi warga sekitar melalui tiga dimensi pemberdayaan, yaitu 

pemberdayaan psikologis (psychological empowerment), pemberdayaan ekonomi (economic 

empowerment), dan pemberdayaan sosial (social empowerment). Santoso (2023) menegaskan 

bahwa sekolah dan yayasan pendidikan memiliki posisi unik sebagai trusted institution yang 

dipercaya oleh masyarakat, sehingga intervensi yang dilakukan melalui institusi ini cenderung 

lebih mudah diterima dan berkelanjutan. Dengan adanya klinik hukum HKI dan legalitas usaha 

yang diinisiasi oleh Universitas Pamulang bersama Yayasan MA Darul Irfan, diharapkan akan 
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tercipta ekosistem ekonomi kreatif yang tidak hanya produktif, tetapi juga terlindungi secara 

hukum. Model kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal 

ini sejalan dengan konsep triple helix dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan, di 

mana sinergi antara akademisi, institusi, dan masyarakat menjadi kunci inovasi sosial (Maulana 

& Safitri, 2025). 

Penguatan branding melalui pendaftaran merek dan legalitas melalui NIB akan secara 

langsung berkorelasi dengan peningkatan daya saing dan nilai tambah produk UMKM di pasar 

lokal maupun nasional (Wibowo & Kurniawan, 2025). Sari dan Wulandari (2025) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa UMKM yang telah mendaftarkan merek dan memiliki NIB 

mengalami peningkatan omzet rata-rata sebesar 27% dalam kurun waktu dua tahun setelah 

pendaftaran. Peningkatan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor legalitas formal, tetapi juga 

oleh efek psikologis kepercayaan diri pelaku usaha yang meningkat setelah merasa dilindungi 

secara hukum. Perspektif ini sejalan dengan teori self-efficacy dari Bandura, yang menyatakan 

bahwa keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mencapai tujuan tertentu akan 

secara langsung mempengaruhi kinerja dan keberhasilannya. Dalam konteks UMKM, rasa 

aman secara hukum menjadi fondasi psikologis bagi pelaku usaha untuk berinovasi, 

berekspansi, dan mengambil risiko bisnis yang lebih terukur. 

Dari perspektif gender, kegiatan ini juga memiliki dimensi pemberdayaan perempuan 

yang signifikan. Data Kementerian PPPA (2024) menunjukkan bahwa 64% pelaku UMKM di 

Indonesia adalah perempuan, namun proporsi kepemilikan HKI oleh perempuan masih sangat 

rendah, yakni di bawah 20%. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pendaftaran HKI 

berkaitan dengan beban ganda (double burden) yang mereka hadapi, serta keterbatasan akses 

terhadap informasi hukum. Zulfa dan Hidayat (2022) dalam studinya tentang pendampingan 

hak cipta bagi guru menemukan bahwa pendekatan kelompok (group-based approach) seperti 

klinik hukum HKI ini sangat efektif bagi perempuan karena menciptakan ruang aman untuk 

berbagi pengalaman dan belajar secara kolektif. Oleh karena itu, program serupa perlu terus 

dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih sensitif gender untuk memastikan bahwa 

pemberdayaan hukum tidak hanya menjangkau pelaku usaha secara umum, tetapi juga secara 

inklusif memberdayakan kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. 

Ditinjau dari perspektif hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, hukum 

seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ketertiban, tetapi juga sebagai alat 

pembebasan dan pemberdayaan masyarakat. Klinik hukum HKI dan legalitas usaha yang 

diselenggarakan di MA Darul Irfan merupakan wujud konkret dari implementasi hukum 

progresif, di mana hukum dihadirkan bukan sebagai menara gading yang menakutkan, 

melainkan sebagai alat praktis yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Nasution 

dan Harahap (2022) dalam studinya tentang kesadaran hukum masyarakat pesisir menegaskan 

bahwa pendekatan klinik hukum yang turun langsung ke komunitas terbukti lebih efektif 

dibandingkan pendekatan seminar konvensional, karena peserta dapat langsung 

mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks nyata kehidupan mereka.  
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Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan HKI dan  Legalitas Usaha Bagi UMKM Lokal 

 

Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat 

tidak hanya berhasil mentransfer pengetahuan, tetapi juga telah menciptakan transformasi 

sosial yang lebih mendalam. Perubahan yang terjadi bukan sekadar perubahan kognitif berupa 

peningkatan pemahaman, melainkan juga perubahan afektif berupa tumbuhnya rasa percaya 

diri dan perubahan behavioral berupa tindakan nyata mendaftarkan merek dan NIB. Lestari dan 

Purnomo (2023) menekankan bahwa keberhasilan pengabdian masyarakat harus diukur tidak 

hanya dari output kegiatan, tetapi juga dari outcome jangka panjang berupa kemandirian 

komunitas dalam mengelola isu-isu hukum yang mereka hadapi. Oleh karena itu, keberlanjutan 

program klinik hukum HKI di MA Darul Irfan menjadi kunci untuk memastikan bahwa 

dampak yang telah dicapai tidak bersifat sesaat, melainkan menjadi bagian dari budaya hukum 

baru di lingkungan yayasan dan masyarakat sekitarnya. 

 

KESIMPULAN 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Implementasi Klinik Hukum HKI dan 

Legalitas Usaha di lingkungan MA Darul Irfan telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum 

dan kapasitas teknis para pelaku UMKM serta warga yayasan. Peserta kini memahami 

perbedaan jenis-jenis HKI, pentingnya prinsip first-to-file, serta manfaat kepemilikan NIB 

melalui sistem OSS. Pendampingan langsung terbukti efektif menghapus stigma bahwa 

pengurusan legalitas adalah hal yang rumit dan mahal. 

Sebagai rekomendasi, diperlukan program pendampingan berkelanjutan (inkubasi) 

karena proses pendaftaran HKI (terutama merek dan paten) memerlukan waktu pemeriksaan 

yang cukup lama di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Universitas Pamulang 

bersama Yayasan MA Darul Irfan disarankan untuk membentuk posko klinik hukum permanen 

yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar kapan saja untuk memantau status pendaftaran HKI 

dan membantu perizinan turunan lainnya. 
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Gambar 2. Foto Bersama Kepala Madasah Aliyah Darul Irfan 
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